SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN
ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN

Menimbang :

Mengingat :

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

bahwa dalam rangka untuk penyesuaian terhadap tata
cara pengisian Aparatur Sipil Negara pada Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru, maka perlu dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Banjarbaru
Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengisian
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota
Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas
di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...



10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6340);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi
Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017);

11. Peraturan Menteri...



11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021
tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah
Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37)
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 tahun 2023 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor
132);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 54 TAHUN
2022 < TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN
ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun
2022 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota
Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahu 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023
Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

Disamping persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
dan pasal 9, Wali Kota perlu memperhatikan faktor:

. senioritas dalam kepangkatan;

. usia;

. pengalaman yang dimiliki; dan

. diutamakan menduduki jabatan Administrator setara pejabat sruktural
eselon IIl.b bagi pejabat struktural yang akan diangkat dalam jabatan
administrator setara eselon IIl.a.

2. Pasal 11 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 24...
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Pasal 24
Apabila terdapat pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat
pengawas dan pejabat kepala sekolah yang tidak dapat melaksanakan
tugas atau terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara
atau berhalangan tetap, maka pejabat pemerintah di atasnya menunjuk
pejabat lain pada Perangkat Daerahnya sebagai pelaksana harian atau
pelaksana tugas.

Penunjukan pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan dalam bentuk surat usulan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
yang menangani kepegawaian.

Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana harian dan
pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Surat Perintah dari Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini
Wali Kota Banjarbaru melalui Perangkat Daerah yang membidangi
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pelaksana harian dan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum
kepegawaian. yang meliputi:

a. pengangkatan;

b. pemindahan; dan

c. pemberhentian pegawai.

Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas
melaksanakan tugasnya paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat
diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Desember 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 12 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 69



